BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR (»S TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRAST TERPADU KECAMATAN (PATEN)
DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dar. mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi
geografis daerah, perlu menetapkan Kccamatan sebagai
penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpacu Kecamatan
(PATEN) di Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeparé tentang Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

z.mummmrmmmmuwmm

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talwun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahur. 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarain Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teniang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayonan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentzng Kecamatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2308 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones‘a tiemor 4826);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedomar. Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 taiun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpedu Kecamatan;

10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenygaraan Pelayanan Publik;

11.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 118/KEP/M._PAN/20003 ftentang Pecoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instarsi Pemerintah;

12.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanar: Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara /lLembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambechan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Ka“upaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 WNomor 16,
Tmrggwmmmmmwm
Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas [laerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeparz Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
mzomlgmmmmmt.ummmm
Nomor -



18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomo: 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG  STANDAR  PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN
JEPARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan cich Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem can prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ’Undang-tndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Jepara.

5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat (PATEN) adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dalam satu tempat.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupatar.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan Administras! Terpadu Kecamatan (PATEN)
adalah guna terwujudnya penyelenggaraan pelayaran di Kabupater. Jepara secara

(2) Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk
memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan k:pada penerima
pelayanan (masyarakat).
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Jeris Pelayanan Umum terdiri dari :

b. Pelayanan Non Perijinan
c. Penyelenggaraan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tevdiri dasi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO).
3. Izin Usaha Pariwisata :

» Izin Salon Skala Kedil

» Izin Rumah Makan
4. 1zin Pemasangan Reklame
5. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SILP )
6. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

Pelayanan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b teidiri dari :

1
2. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah Kabupaten;
3. Melegalisasi Proposal yang diajukan masyarakat meliputi
a. Proposal Bantuan Sosial dan Pendidikan;
b. Proposal Bantuan Keagamaan;
¢. Proposal Bantuan Pembangunan;
d. Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan;
e. Proposal Bantuan Modal Usaha;
;. Surat Keterangan Miskin;
Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pengantar Rekomendasi Survey n;
7. Pengantar Izin Keramaian;
8. Pengantar pindah kawin;
9. Pengantar Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
10. WWWWHWMM;WWMHM
11. Surat n Waris;
12, mmxmﬁmnmrﬂ,
5 badan jalan ket
14. Pengantar Izin Galian C;
15. Pengantar angkut kayu /pas;
16. Pengantar Akte Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Kawin);
17. Dispamﬂ;ﬁah{ﬂal@puqmmﬂﬂﬂrﬂkwmdﬁﬁhﬁdﬁhaﬂ
18. Pengantar Register Kredit Bank;

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri :
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
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Pasal 4

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi :

Yau pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh unit penyelenggaraan pelayanan,

». Dasar Hukum Pelayanan.
Yaitu peraturan ndang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan

¢. Persyaratan Pelayanan.
Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuau jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.

d. Prosedur Pelayanan.

?mmmmmanmdimmbagimbmdanpaﬁmpﬂw
termasuk pengaduan.

e. Waktu Penyelesaian.
Yﬂummvmmmummikenselumh proses pelayanan
dari setiap jenis pelayanan. :

f. Biaya Pelayanan.
Ymbmmnmmﬁfpdawmnﬂngwamammohhmm
pelayanan.

g. Produk Pelayanan.
Ymmmvmmmakmdmmw\ganmmnmm
ditetapkan.

h. Sarana dan Prasarana.

wmm&mdﬂammmnmmmwwm
pelayanan bagi penyandang cacat.

i. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.
Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas, meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan sikap dan perilaku.

j. Sanksi Petugas.
Yaitu sanksi untuk petugas apabila melanggar ketentuan yang ber'aku.

k. Sanksi Pelanggan.
mmmwmmmnmwﬂm

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Jepara
mmlepdanﬂmedalammeldanLunﬁmnhmmwmm
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Mekanisme pelayanan secara lengkap tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

Pasal 5

Organisasi penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai
fungsi meliputi :

a mmmmmnadmhm;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;



Pasal 6

Semyaienggara wiajib mmaplcan prinslp penyelenggaraan Pelayanan Admiristrasi Terpadu
«acamatan (PATEN) sebagai berikut

a Xesederhanaan yaitu prosedui pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dinahami dan mudah
dilaksanakan;

b. Kejalann
mnmdmmwmmn,
2. pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberian pelayanan dan
penyelesaian permasalahan  keluhan/persoalan/sengketa dclam  pelaksanaan

n;
3. rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran; dan
4. proses pelayanan.

c. Kepastian dan tepat waktu yaitu pelaksanaan pelayanan Administrasi < erpadu Kecamatan
(PATEN) dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

d. Akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepa: dan sah;

e. Bertanggungjawab vyaitu pimpinan penyelenggara pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

f. Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana, peralatan
kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika);

g. Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang mamadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi tzlekomunikasi dan
informatika;

h. Kecermatan yaitu hati-hati, teliti dan telaten;

. Kejujuran, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelavanan bersikap
jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan

J. Keamanan dan kenyamanan yaitu proses dan produk pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum,

Pasal 7
(1) Sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan Admiristrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) dilarang dipergunakan untuk kegiatan vyang tidal sesuai dengan

(2) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana dan prasarana atau
fasilitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan / peraturan perundang-undangan,



Pasal 8

Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bermaksud
sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan Administrasi
, wajib memberikan pengumuman dan/atau memasang tanda-

senyelenggara pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) waijib mengupayakan
tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi penyandang cacat, lanjut usia,
wanita hamil dan balita.

Pasal 10

Petugas penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (FATEN) harus
berperilaku sebagai berikut :
adil dan tidak diskriminatif;

peduli, teliti dan cermat;

hormat, ramah dan tidak melecehkan;

bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang beriaru®-larut;
bersikap independen;

memberikan proses yang tidak berbelit-belit;

patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi penyelenggara demi menjaga
kehcrmatan institusi penyelenggara di setiap waktu dan tempat;

tidak membocorkan informasi dan/atau dokumen yang menurut ketentuan/peraturan
perundang-undangan wajib dirahasiakan;

terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
tidak menyalahgunakan sarana dan/atau prasarana pelayanan;

tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;

n. sesuai dengan kepantasan unwum; dan

0. profesional dan tidak menyimpang dari prosedur.

sSem~pangoe

F

- &

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenygaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakJp :

a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
b. zmmmmmm,m,memw;

C. Penyelenggaraan tugas iainnya yang ditugaskan kepada Camat.



Pasal 12

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat
' Tim Teknis PATEN;
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 13

wm;mmmmmmmmmmm
m!m,%mmhmmmmmnmm(m

Pasal 14

mnmmmmmmmmmmmwmm
Pimpinan Unit Pelayanan.

Pasal 15
Pertaruan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1S Decewber La1p

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Deesember 2o

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

A DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 5<%
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